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<b>ABSTRAK</b><br>

Aneka barang dan/atau jasa ditawarkan dengan hubungan timbal balik antara pelaku usaha dan konsumen.
Hubungan ini tidak selamanya berjalan lancar, adakalanya antara konsumen dan pelaku usaha terjadi
sengketa. Sengketa konsumen adal ah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti
rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau
memanfaatkan jasa. Upaya penyel esaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 2 (dua) alternatif
penyelesaian sengketa yaitu melalui proses di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian
sengketa konsumen di pengadilan khususnya perkara perdata, dapat dilakukan atas dasar gugatan perbuatan
melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa
konsumen di pengadilan pada perkara perdata berlaku Hukum Acara Perdata pada umumnya, termasuk
dalam hal pembuktian. Pembuktian selalu berkaitan dengan dengan alat-alat bukti yang digunakan
dipersidangan. Alat-alat bukti dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 164 HIR yaitu bukti dengan surat,
bukti dengan saksi, persangkaanpersangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk penyel esaian sengketa
konsumen di luar sidang yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa K onsumen (BPSK), terdapat alat bukti
yang berbeda dari ketentuan Hukum Acara Perdata. Alat bukti pada penyelesaian sengketa konsumen di
BPSK terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
350/M PP/ Kep/12/2001 yaitu barang dan/atau jasa, keterangan para pihak yang bersengketa, keterangan
saksi dan/atau saks ahli, surat dan/atau dokumen, dan bukti-bukti lain yang mendukung. Selain alat bukti
tersebut di atas, seringkali di persidangan dihadirkan ahli untuk didengar keterangannya. Dalam sengketa
konsumen, keterangan ahli membantu memberikan penjelasan kepada hakim atas perbuatan pelaku usaha
yang dinilai perbuatan tersebut sulit diketahui umum. Mengingat keterangan ahli bukanlah sebagai alat
bukti, segala keputusan tergantung kepada hakim untuk mempertimbangkan keterangan tersebut ataukah
tidak. Namun, karena pada dasarnya keterangan ahli sangat berperan dalam proses pembuktian sengketa
konsumen diharapkan hakim lebih bijak dalam menimbang keterangan ahli. Metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Various goods and / or services offered by the mutual relations between business and consumers. This
relationship does not always go smoothly, sometimes between the consumer and business disputes occur.
Consumer disputes are disputes between the consumer business is demanding compensation for the damage,
pollution and / or who suffer losses due to consumption of goods and / or utilize services. Consumer dispute
resolution efforts can be pursued through 2 (two) alternative dispute resolution is through the process in
court and outside court. Settlement of consumer disputes in the courts, especially civil cases, can be done on
the basis of the law of tort actions and lawsuits against defaults. Procedural law applicable in the
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examination of consumer disputesin court on civil matters Civil Code applicable law in general, including
in terms of proof. The proof isawaysin relation to the evidence used in a court. Evidencein civil casesis
found in Article 164 HIR with aletter of evidence, evidence by witnesses, conjecture, suspicion,
recognition, and the oath. For the settlement of consumer disputes out of court through the Consumer
Dispute Settlement Board (BPSK), there is evidence that different from the provisions of Civil Code Law.
The evidence on the settlement of consumer disputes in BPSK contained in the Decree of the Minister of
Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350/M PP/K ep/12/2001 the goods and / or
services, statements of the parties, witnesses and / or expert witness, aletter and / or documents and other
evidence that supports. Besides the evidence mentioned above, often in the trial were presented expert
testimony to be heard. In consumer disputes, expert help to explain to the judge for what is considered
business works hard to identify the general. Given the expert is not as evidence, all depends on the judge's
decision to consider such information or not. However, because the expert is basically a very important role
in consumer dispute verification process is expected to judge more wisely in weighing expert. Research
methods used in the writing of thisthesisis anormative juridical research methods.



